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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon merupakan perorangan yang berprofesi sebagai advokat yang
sering melakukan pendampingan kliennya dalam perkara pidana pada tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Para Pemohon
merasa dirugikan dengan adanya potensi pendampingan yang dilakukan dapat
dikategorikan sebagai tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU PTPK terhadap UUD 1945,
yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah bahwa para
Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai
advokat di mana terdapat potensi di mana para Pemohon dikenai tindakan
berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU PTPK
ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara



kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri para Pemohon dengan
berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak
terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK,
Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan
pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun
kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam
Pasal 54 UU MK dimaksud.

Bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana berulang-ulang
disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun
pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Adapun Pasal 21 UU PTPK
selengkapnya menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,
merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa
ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling
sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Tidak terdapatnya frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam norma Pasal
21 UU PTPK maka telah membuat permohonan para Pemohon menjadi kabur sebab
secara hukum frasa “secara langsung dan tidak langsung” memiliki konsekuensi
hukum yang sangat berbeda dengan frasa “secara langsung atau tidak langsung”
sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Frasa “secara langsung dan tidak
langsung” sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon memiliki konsekuensi
hukum bahwa frasa tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan frasa “secara langsung
atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK memiliki konsekuensi hukum bahwa
frasa tersebut bersifat alternatif.

Bahwa frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau
menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” sebagaimana
berulang-ulang dinyatakan para Pemohon dalam alasan permohonan maupun dalam
petitum permohonan tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Bahwa Mahkamah
sebelumnya telah menegaskan pada paragraf [3.11] mengenai isi lengkap dari Pasal
21 UU PTPK dan dari rumusan yang lengkap tersebut frasa yang sebenarnya terdapat
di dalam Pasal 21 UU PTPK adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,
merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan...”. Dalam permohonannya, para
Pemohon telah menambahkan kata “dan” serta menghilangkan frasa “secara langsung
atau tidak langsung” dari Pasal 21 UU PTPK sehingga maknanya menjadi sangat
berbeda dari norma yang berlaku. Dengan demikian permohonan para Pemohon
berkenaan dengan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan
sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di pengadilan” adalah kabur.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah mengadili menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



